
BUPATIKAUR 
PROVINS! BENGKULU 

PERATURAN BUPATI KAUR 
NOMOR 95" TAHUN 2023 

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2020-2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAUR, 

Menimbang a. Bahwa dampak reformasi birokrasi dalam mendukung 

capaian sasaran pembangunan nasional dan daya saing 

Indonesia dalam kancah internasional belum optimal 

sehingga diperlukan penajaman hubungan sebab akibat 

dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai pada level 

dampak dengan level fokus pelaksanaan reformasi 

birokrasi; 

b. bahwa dalam penajaman hubungan sebab akibat dan 

penyelarasan kondisi diperlukan perubahan substansi 

terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan 

reformasi birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan 

reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi 

birokrasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Kaur tentang Peraturan Bupati Kaur tentang 

Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024; 

' . 



Mengingat 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 

Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia nomor 2828); 

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten 

Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4266); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negera Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4741) 



9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014; 

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map 

Reformasi Birokrasi 2010-2014; 

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria Dan 

Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi; 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, 

Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah 

Daerah; 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG ROAD MAP 
REFORMASI BIROKRASI 2020-2024. 

Pasal 1 

(1). Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Kaur 

disusun dengan sistematika yang terdiri atas: 

a. Bab I : Pendahuluan 
b. Bab II : Gru.ubaran Birokrasi Pemerintah.ru.-i. Kabupaten Kaur 
c. Bab III: Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah 

Kabupaten Kaur 
d. Bab IV : l\1anajcmcn Pclaksru.-i.aru.-i. Rcformasi Birokrasi 

Pemerintah Kabupaten Kaur 
e. Bab V : Penutup 

(2). Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagaimana 

tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 



Pasal 2 

Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan oleh 

Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur. 

Pasal 3 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati 

Kaur Nomor 85 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 

Kabupaten Kaur Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Kaur 

Tahun 2020 Nomor 885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Kaur. 

I • •. 

Diundangkan di Bintuhan 
pada tanggal, y ~ 2023 

SEKRETARIS DAERAH, 

KABUPATEN KAUR 

ERSA~ HFIRI 

Ditetapkan di Bintuhan 

Pada tanggal, 3 ~ 2023 

~ Pit. B PAT! KAUR} 

,. HER AN MUCHRIM 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2023 NOMOR: !!l.57 


